
 

 

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM 

MENANGGULANGI PENGELOLAAN WISATA PULAU-PULAU KECIL 

TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 

TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  

DAN PULAU-PULAU KECIL 

 

SKRIPSI 

 
Diajukan sebagai syarat untuk 

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

 

IDRI YANTI 

1510012111109 

 

Program Kekhususan 

HUKUM TATA NEGARA 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

PADANG 

2019 

 

No. Reg: 18/SKRIPSI/HTN/FH/02/VIII/2019 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



 

 

 

 
 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



 

 

i 
 

PERANAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM 

MENANGGULANGI PENGELOLAAN WISATA PULAU-PULAU KECIL 

TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 

TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  

DAN PULAU-PULAU KECIL 

 

Idri Yanti
1
, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.M.H

1
, Nurbeti, S.H., M.H

1
, 

Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. 

Email : Idriyanti20@gmail.com 

ABSTRAK 

Pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 

Km2, beserta kesatuan ekosistemnya. Pengelolaan Pulau-Pulau kecil diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil, tetapi dalam penerapanya pengelolaan pulau-pulau kecil yang 

ada di Kota Padang belum memilki izin pengelolaan. Rumusan masalah adalah (1) 

Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah Koto Padang 

Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (2) 

Bagaimana UpayaYang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam 

Menanggulangi Pengelolaan Wisata Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin. Jenis 

penelitian ini dilakukan adalah penelitian   Hukum Sosiologis dengan 

menggunakan Data Primer dan Data Sekunder serta analisa data secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian  didapat: (1) Dalam Pemberian izin Pengelolaan 

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Wali Kota  bertugas memberdayakan 

masyarakat pada setiap tahapan sesuai dengan tahapan yang telah di tentukan 

undanga-undang serta berwenang mencabut izin pemanfaatan dan Hak Pengusaha 

perairan Pesisir dari dunia usaha dan masyarakat apabila melanggar ketentuan 

Perundang-undangan 2) Upaya yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota 

Padang Dalam Menanggulangi Pengelolaan wisata Pulau-Pulau Kecil Tanpa Izin, 

yang seharusnya dikelolaa oleh pemerintah sehingga Wisata Pulau-Pulai Kecil 

Kota Padang menjadi wisata yang aman dan di kelola oleh pihak yang bewenang 

sesuai ketentuan yang berlaku 

Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Wilayah Pesisir 
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Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dra. Susi Herawati, MPd., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 

Bung Hatta, yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., 

M.H., 

2. Bapak Dr. Zarfinal, SH., M.H , sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Bung Hatta. 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



 

 

iii 
 

3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang terlah 

memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis 

selama ini. 
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         Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi 

ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis 

miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai 
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Allah member balasan yang setimpal atas kebaikan dan ketulusan hamba-

Nya, Amin. 
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